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ABSTRAK

HUBUNGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Nadia Lasa Martalita; Sukanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan
pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD merefleksikan kemampuan keuangan
daerah yang didapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan kemiskinan di
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dari tahun 2007-2022. Metode penelitian mengunakan Uji Kausalitas Granger dengan
pendekatan ECM (Error Correction Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan satu arah antara belanja daerah dan pendapatan asli daerah, dan belanja daerah
terhadap kemiskinan serta belanja daerah memiliki pengaruh jangka panjang terhadap
kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Kemiskinan, Kausalitas
Granger

Mengetahui, Ketua,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
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ABSTRACT

THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL REVENUE, LOCAL
EXPENDITURE,AND POVERTY IN SOUTH OGAN KOMERING ULU
REGENCY

Nadia Lasa Martalita; Sukanto
Faculty of Economics, Sriwijaya University, Indralaya, Indonesia

Local own-source revenue (PAD) is one of the important factors in the sustainability of
financing of regional development. The increase in local own-source revenue reflects the ability
of local finances to be used to improve welfare. This study aims to analyze the relationship
between regional own-source revenue, regional expenditure, and poverty in South Ogan
Komering Ulu Regency. The data used in this study is secondary data from 2007-2022. The
research method uses the Granger Causality Test with the ECM (Error Correction Model)
approach. The results showed that there was one-way relationship between local expenditure
and local revenue, and local expenditure on poverty and regional expenditure has a long-term
influence on poverty in South Ogan Komering Ulu Regency.

Keywords: Local Revenue, Local Expenditure, Poverty, Granger Causality
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Otonomi daerah adalah sebuah pergeseran dari sistem sentralisasi menjadi sistem
desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi yang mengutamakan prinsip
otonomi daerah, semua pihak dituntut untuk dapat melakukan berbagai perubahan
terkait pemahaman mengenai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah
daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai “Pemerintah
Daerah” ditetapkan sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi
daerah otonom untuk dapat mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setepat dalam sistem NKRI.

Otonomi daerah merupakan salah satu strategi dalam mengupayakan
pemberdayaan daerah karena dalam pengambilan keputusannya pemerintah menjadi
lebih leluasa dalam mendorong berbagai prospek pertumbuhan ekonomi dengan cara
mengelola berbagai sumber daya dan potensi yang ada dengan selalu mengutamakan
kepentingan bagi daerah tersebut, hal ini tentunya bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan merupakan salah
satu cermin dari adanya pertumbuhan ekonomi. Tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat jumlah kemiskinan yang menurun.



Fenomena kemiskinan merupakan permasalahan utama dalam menjalankan
prinsip otonomi daerah, karena tujuan pemberian otonomi yang luas kepada
pemerintah daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dengan memberikan peningkatan terhadap layanan, pemberdayaan serta peran
masyarakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini sejalan sebagaimana yang tertuang
dalam amanat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa arah tujuan dalam
melakukan pembangunan ialah harus bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan
pendapatan, serta hasil yang dicapai dapat dinikmati secara merata oleh seluruh

rakyat Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena kemiskinan merupakan
permasalahan sosial yang sudah ada sejak lama dan hingga kini belum bisa
diselesaikan oleh pemerintah, kemiskinan juga selalu relevan untuk dijadikan topik
bahan kaji secara terus-menerus. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas, 2023) kemiskinan di Indonesia terbilang cukup rumit
dikarenakan luasnya wilayah, aneka ragam kondisi sosial masyarakat, serta alasan
kemiskinan yang berbeda-beda. Kemiskinan turut dianggap sebagai permasalahan
multidimensional karena tidak hanya menyangkut besaran pendapatan, tetapi juga
karena kerentanan serta kerawanan untuk menjadi miskin dikarenakan

ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak dasarnya.



Kemampuan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan pendapatan
dalam bentuk belanja daerah juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Sebagaimana
yang tertuang pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di atur dalam
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 (1) bahwa keuangan daerah wajib
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan serta tidak lupa
menjunjung tinggi asas keadilan, kepatuhan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
Daerah yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengoptimalkan
pendapatannya serta mengeluarkan anggaran belanja yang sesuai dengan kebutuhan,
tentu akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan berbagai potensi yang
memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan akan berdampak

baik terhadap penekanan angka kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) kemiskinan didefinisikan sebagai
kondisi yang menunjukkan ketidaksanggupan masyarakat dari sisi ekonomi untuk
dapat memenuhi standar minimum kebutuhan dasar (basic needs approach) diantara-
Nya meliputi kebutuhan terhadap makanan dan non-makanan yang dilihat dan diukur
dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, yang termasuk dalam golongan miskin ialah
penduduk yang berada di bawah suatu batas atau yang dikenal dengan sebutan garis
kemiskinan. Menurut Bappenas (2023) kebutuhan dasar yang dimaksudkan terdiri
atas berbagai hak yang diketahui dan dipahami oleh masyarakat miskin sebagai hak
yang dapat menjadi penunjang agar mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih
layak dan hak yang juga diakui dalam peraturan perundang-undangan yaitu pangan,

pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, pekerjaan, rasa aman dari berbagai



ancaman dan tindak kekerasan serta hak untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan

sosial-politik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dilansir dari website bps.go.id berdasarkan data Survei Ekonomi Nasional
pada September 2020 persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan
mencapai 12,98% atau sebanyak 1,12 juta jiwa dari total penduduk 8,47 juta jiwa
masuk dalam golongan masyarakat ekonomi rendah. Pada tahun 2022 BPS juga
merilis data yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan berada di urutan
ke Sembilan sebagai provinsi termiskin di negara Indonesia dengan persentase
sebesar 11,95% dan menduduki urutan ketiga sebagai provinsi dengan kemiskinan
tertinggi di pulau Sumatera yaitu berada di bawah Provinsi Aceh dan Bengkulu. Hal
ini bukan merupakan hal baru karena sejak tahun 2016 BPS telah merilis data yang
menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan telah masuk dalam daftar sepuluh
besar Provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin saat itu

mencapai 1,11 juta atau 13,77%.

Hal ini merupakan sebuah paradoks dikarenakan Provinsi Sumatera bagian
Selatan merupakan salah satu Provinsi yang terkenal karena memiliki berbagai
kekayaan dengan sumber daya alam yang begitu melimpah diantara-Nya minyak, gas
bumi, Batubara, geotermal dan lain sebagainya, perkebunan kelapa sawit dan karet
yang hampir membentang luas di seluruh Kabupaten/Kota yang ada. Sumber daya
yang melimpah juga didukung dengan hadirnya BUMN/BUMS strategis nasional
seperti Pertamina, PT. Bukit Asam, PT. Pusri, PTP, Pabrik Pulp and Paper, Medco,

dan lain sebagainya. Akan tetapi, mengapa dalam tujuh tahun terakhir Provinsi



Sumatera Selatan masih menempati posisi sebagai sepuluh provinsi termiskin di

negara Indonesia.

Realitasnya, kemiskinan tidak hanya terjadi karena rendahnya sumber daya
alam yang dimiliki tetapi juga karena kualitas sumber daya manusia yang ada di
daerah tersebut. Meskipun suatu daerah dianugerahi dengan sumber daya alam yang
melimpah namun jika kualitas manusia untuk mengelolanya tidak tersedia, maka
kemiskinan akan tetap terjadi di mana-mana dan hal inilah yang menjadi
problematika saat ini. Seperti yang dijelaskan oleh Houghton dan Khandker (2012)
kemiskinan terdiri dari empat faktor penentu utama meliputi karakteristik wilayah,
masyarakat, rumah tangga, dan individu. Saat ini, banyak daerah di Indonesia yang
lemah di tiga karakteristik penentu yaitu karakteristik masyarakat, karakteristik
rumah tangga dan karakteristik individu. Kemampuan sosial masyarakat yang
kurang, tingkatan keluarga antara rumah tangga kaya dan tidak kaya yang berbeda,
serta banyaknya masyarakat yang tidak terdidik dan terlatih (unskilled labores)
sehingga terhambat untuk memasuki pasar tenaga kerja, didukung dengan kinerja
pemerintah yang kurang efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengelola pendapatan

dan belanja daerah juga menjadi penyebab kemiskinan dapat terjadi di suatu daerah.

Melihat hal tersebut, kemiskinan bukan lagi permasalahan baru dan telah
terjadi dimana-mana, tidak hanya menyasar kota-kota besar dengan gedung-gedung
menjulang tinggi tetapi juga terjadi di kota kecil bahkan hingga pelosok daerah,
termasuk salah satunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan salah satu
Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Kabupaten ini bukan

tanpa alasan, karena berdasarkan data angka kemiskinan terus-menerus meningkat



dalam beberapa tahun terakhir dengan persentase selalu di atas 10%, tingkat
ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang sangat besar dikarenakan
pengeluaran belanja daerah yang sangat tinggi namun Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masih sangat rendah, dari total 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Sumatera Selatan rasio kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah terkecil
terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan rata-rata sebesar 3% per
tahun. Faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah karena mayoritas
masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, kuli, tukang bangunan, pedagang
(UMKM), pekerja serabutan atau golongan yang tidak memiliki gaji tetap dan
pekerjaan tetap, sedangkan golongan yang memiliki gaji tetap diantaranya ASN,

BUMD, dan pegawai swasta hanya sebagian kecil dari masyarakat.
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Gambar 1. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan



Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin
Kabupaten OKU Selatan mengalami ketidakstabilan (fluktuasi) dan persentasenya
selalu berada di atas 10%, hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di
Kabupaten OKU Selatan terbilang cukup tinggi. Pada tahun 2013-2014 jumlah dan
persentase penduduk miskin meningkat namun tidak terlalu signifikan. Tahun 2015
jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan dengan angka di tahun sebelumnya yaitu sebesar 40,63 ribu jiwa atau
11,58% dari total populasi, kemudian di tahun 2016 hingga 2020 jumlah penduduk
miskin Kabupaten OKU Selatan mengalami naik turun yang cukup stabil, sedangkan
di tahun 2021 kembali meningkat dikarenakan banyak masyarakat yang terkena
dampak pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan berbagai krisis diantara-Nya
krisis kesehatan dan krisis perekonomian, hal inilah yang menjadi alasan utama
jumlah penduduk miskin di negara Indonesia termasuk di Kabupaten OKU Selatan
kembali meningkat di angka 40,23 ribu jiwa dengan persentase 11,12%, dan pada

September 2022 data menunjukkan angka 39,61 ribu jiwa dengan persentase 10,56%.

Suatu daerah agar dapat menjalankan pembangunan dan mengurus berbagai
keperluan daerah termasuk mengatasi problematika kemiskinan tentu harus memiliki
sumber keuangan atau dana yang cukup. Setiap daerah tentu memiliki sumber
pendapatan utama yang dikenal dengan sebutan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Adisasmita (2014) PAD ialah berbagai sumber penerimaan keuangan
daerah yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari penerimaan pajak
dan retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta

lain-lain PAD yang sah.



PAD juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kemandirian
suatu daerah dengan melihat besaran pendapatan yang dihasilkan, karena dengan
memiliki sumber keuangan yang cukup hal ini dapat mengurangi tingkat
ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya dan
juga untuk menciptakan kemandirian daerah. Menurut Yani (2008) apabila tingkat
kemandirian suatu daerah masih rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah
pusat masih sangat besar, akan muncul banyak kebijakan baru dari pemerintah pusat
terkait pengelolaan sumber keuangan yang akan dikuasai oleh pemerintah pusat dan

harus diikuti oleh pemerintah daerah.

Bagi sebagian besar wilayah PAD dianggap sebagai sumber pembiayaan
paling utama atau secara tidak langsung dianggap sebagai sumber pendapatan
terpenting dalam upaya menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh
karena itu, Pemerintah diharapkan dapat secara maksimal memanfaatkan dana
tersebut untuk pembiayaan pembangunan dan menyejahterakan kehidupan
masyarakat dari lingkaran kemiskinan, serta menggali kembali sektor potensial yang
dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan, hal ini
merupakan tugas penting bagi pemerintah daerah agar dapat mewujudkan

perekonomian yang berkualitas di daerah tersebut.
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.
Gambar 1. 2 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan

Berdasarkan gambar 1.2 perolehan PAD Kabupaten OKU Selatan tahun 2013
sampai 2022 berfluktuasi. Berdasarkan data BPS, perolehan PAD dalam 3 tahun
pertama yaitu 2013-2015 secara berkesinambungan mengalami peningkatan yang
cukup signifikan, namun di tahun 2016 penerimaan PAD sempat mengalami
penurunan sebesar 3 miliar namun kembali meningkat drastis di tahun 2017 dan
hampir menyentuh angka 90 miliar, hal ini bisa dianggap sebagai penerimaan PAD
tertinggi di Kabupaten OKU Selatan dalam sejarah penerimaan daerah. Alasan yang
menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena hampir 80% penerimaan PAD di
tahun 2017 bersumber dari lain-lain PAD yang sah dengan total penerimaan 70
miliar. Selanjutnya, pada tahun 2018-2022 data terus menunjukkan ketidakstabilan

(fluktuasi), seperti di tahun 2018 penerimaan PAD turun di angka 42 miliar, tahun



2019 sebesar 57 miliar, tahun 2020 turun kembali di angka 46 miliar, dan di tahun
2021 kembali membaik dengan penerimaan sebesar 60 miliar, dan pada tahun 2022

penerimaan PAD meningkat yang tercatat sebesar 67 miliar.

Berdasarkan penjelasan gambar 1.2 menunjukkan bahwa kemampuan
pemerintah OKU Selatan dalam mengelola sumber daya dan aset daerah sudah
semakin membaik akan tetapi masih perlu dioptimalkan. Meskipun demikian, hal
tersebut tidak merefleksikan pada penurunan jumlah kemiskinan di Kabupaten OKU
Selatan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Menurut Setyowati & Suparwati
(2012) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar terlepas dari belenggu
kemiskinan, selain dengan meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah juga
dituntut untuk bisa mengelola keuangan dan mengalokasikan anggaran biaya belanja
daerah sebaik mungkin dengan mempertimbangkan besaran kebutuhan dan manfaat

yang dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Halim (2009) untuk menilai sistem pengelolaan keuangan daerah
apakah sudah baik atau belum dapat dilakukan dengan melihat hasil analisis terhadap
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan oleh daerah tersebut, prinsipnya semakin tinggi kontribusi penerimaan
PAD terhadap APBD menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat semakin kecil. Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa pada
umumnya APBD didominasi oleh berbagai jenis sumbangan, salah satunya
sumbangan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal inilah

yang menyebabkan daerah sangat bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini
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didukung dengan dirilisnya data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) yang
menunjukkan bahwa Kabupaten OKU Selatan berada di urutan ke 15 sebagai
Kabupaten dengan perolehan PAD terendah, sehingga tidak mampu secara mandiri
untuk membiayai pengeluaran belanja daerah Kabupaten OKU Selatan yang sangat
besar tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat.
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Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023.

Gambar 1. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Berdasarkan gambar 1.3 realisasi belanja daerah Kabupaten OKU Selatan
berfluktuasi (tidak stabil) dari tahun 2013 sampai 2022. Pada tahun 2013 realisasi
belanja daerah Kabupaten OKU Selatan sebesar 812 triliun dan terus-menerus
mengalami peningkatan hingga mencapai 1,4 triliun di tahun 2019, tahun 2020
belanja daerah Kabupaten OKU Selatan mulai mengalami penurunan sampai dengan
tahun 2021 sebesar 1,2 triliun dan pada tahun 2022 pengeluaran belanja daerah

Kabupaten OKU Selatan meningkat sebesar 1,3 triliun.
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Jika dilihat dari data realisasi belanja daerah pemerintah Kabupaten OKU
Selatan yang sangat besar lalu dibandingkan dengan grafik realisasi penerimaan PAD
sebelumnya, mustahil jika pemerintah daerah hanya mengandalkan penerimaan PAD
untuk membiayai pengeluaran tersebut. Berdasarkan data BPS 2022 dari 17
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKU Selatan
berada di urutan 10 besar sebagai Kabupaten dengan pengeluaran belanja daerah
terbesar dan urutan ke 15 sebagai penerima PAD terkecil di Provinsi Sumatera
Selatan. Hal ini tentu mendukung pendapat Kuncoro (2004) yang menyatakan bahwa
total penerimaan PAD yang diperoleh suatu daerah hanya bisa berkontribusi paling
tinggi 20% dalam membiayai belanja daerah pemerintah. Sejalan dengan hal
tersebut, biaya yang diperlukan untuk membiayai sisa belanja daerah tentu menjadi

tanggung jawab pemerintah pusat dengan mengandalkan biaya transfer.

Tabel 1. 1 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan (Persen)

Tahun Year Persentase Percentage

(1) (2)
2013 2.8
2014 3.8
2015 3.9
2016 2.9
2017 7.3
2018 3.5
2019 4.0
2020 34
2021 4.8
2022 5.0

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023, diolah.
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Berdasarkan data, tabel 1.1 menunjukkan tingkat kontribusi PAD terhadap
pembiayaan belanja daerah Kabupaten OKU Selatan terbilang masih sangat rendah
yaitu rata-rata 2% hingga 5%. Pada tahun 2013 kontribusi PAD sebesar 2%, 2014
dan 2015 sebesar 3%, tahun 2015 sebesar 2%, dan kemampuan PAD membiayai
belanja daerah terbesar dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 7% pada tahun 2017,
dan di tahun-tahun setelahnya kemampuan PAD menurun menjadi 3% hingga 5%.
Hal ini sangat menggambarkan rendahnya tingkat kemampuan PAD dalam
membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah, sekaligus menunjukkan bahwa
kemandirian fiskal Kabupaten OKU Selatan masih sangat rendah dan berimplikasi
pada tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam bentuk dana

transfer.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS tahun 2022 dari 17 Kabupaten/Kota
yang ada di Provinsi Sumatera Selatan rasio kemampuan PAD dalam membiaya
belanja daerah terkecil terjadi di Kabupaten OKU Selatan dengan rata-rata sebesar
4%l tahun. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti merasa
tertarik untuk meneliti mengenai hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja

daerah, dan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah Bagaimana Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja

Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis

hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan kemiskinan di

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mampu memberi manfaat untuk para pelaku ekonomi yang
terlibat secara teknis maupun nonteknis terhadap penerimaan dan
pengeluaran daerah, maupun yang terfokus dalam mengatasi problematika
kemiskinan. Selain itu juga dapat membantu memperluas sudut pandang
pembahasan terkait hubungan antara ketiga variabel di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan.

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa memberikan informasi kepada
para pemangku kebijakan mengenai bagaimana hubungan diantara ketiga
variabel dan dapat digunakan sebagai referensi dalam menemukan solusi
untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terutama dalam hal
penerimaan dan pengeluaran daerah serta problematika kemiskinan yang

sedang dihadapi.
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2. Manfaat Akademisi
Hasil penelitian bisa memberikan gambaran secara rinci kepada pembaca tentang
seberapa besar hubungan PAD, belanja daerah dan kemiskinan Kabupaten OKU
Selatan. Mengetahui besaran rasio serta kontribusi PAD terhadap belanja daerah
serta hubungannya dengan kemiskinan, mampu menjadi model bagi entitas
tertentu untuk merumuskan dan menetapkan strategi peningkatan penerimaan
daerah di tahun yang akan datang. Diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan
referensi untuk peneliti yang tertarik membahas topik yang sama mengenai
hubungan antara PAD, belanja daerah dan kemiskinan khususnya di wilayah OKU

Selatan.
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